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TENTAJ{G

PEMBENTT'NAN PANITIA PELAXSAITA PEICERIMAAN MI'RID BARU
SEKOLATI MEI{EI{GAH ATAS DAIT SEKOLI\H UENENGAH KF^'URUAN,

SERTA SATUAI| PEf,I'IDIKAIT XHUSUS PROVITSI LI\MPTIITG
TArrur arARAr 2v25 I 2U26

GT'BERITUR LAUPUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (21

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid
Baru, disebutkan bahwa panita penerimaan Murid baru
tingkat daerah dibentuk oleh Kepala Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a
tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan
lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk
Panitia Pelaksana Penerimaan Murid Baru Sekolah
Menengah Atas, dal Sekolah Menengah Kejuruan serta
Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Lampung Tahun
Ajaran 2025 /2026, dan menetapkannya dengan
Keputusan Gubernur Lampung;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor l3 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ter(ang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan s6bagaimana teLah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20lO tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2Ol0;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O21 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2O22;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;

9. Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor 19 Tahun
2007 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan
Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari lhbupaten/Kota
ke Pemerintah Provinsi l,ampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun
2O24 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi t ampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSXAN:

XE,PTTTUSAI| GI'BERrI'R TEIITA,rG PEMBEITTI'I(AN
PAIYITIA PELIIKSAITA PEI|ERIU,AT,r UI'RID BARU
SEKOL/\H UEIIEI|GAII ATAS DAIT SEKOI.AII TEI{EI{GAII
KE'T'RUAIY, SERTA SATUAIT PEITDIDIIGTY NHUSUS
pRovrlfsl LAilPrrxG TArrrril a^rARAr 2oz5 | 2026.

Membentuk Panitia Pelaksana Penerimaan Murid Baru
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan,
Serta Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Lampung Tahun
Ajaran 202512026, dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Panitia Pelaksana sebaqaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu mempunyai tugas dan tanggungiawab sebagai
berikut:
a. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam

penerimaan murid baru;
b. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan

penerimaan murid baru;
c. melakukan sosialisasi pelaksanaan penerimaan murid

baru kepada masyarakat melalui berbagai media;

d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada
masyarakat;

e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan penerimaan
murid baru; dan

f. melakukan monitoring penyelenggaraan penerimaan
murid baru.

Panitia pelaksana datam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya
kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah u'p'
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, dan
Gubernur l^ampung.

KETIGA
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi La.mpung Tahun Anggaran 2025 pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.

Hd-hat yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang
mengenai teknis diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi l,ampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggat l5 - 7 - 2025

G LAMPUNG,

RAHMAT MIRZAITI DJAUSAL

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jat(arta;
3. Ketua DPRD Provinsi l,ampung di Bandar lampung
4. Dtektur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengai Kementerian

Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengai RI

di Jakarta;
6. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi lampung di Bandar Lampung;
7 . Inspeldur Provinsi l^ampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi l,ampung di Bandar lampung;
g. fepala oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi lampung di Telukbetung;
t r. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Provinsi l,ampung di Telukbetung;
12. Kepa]a Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :Cl9 ? t_u .ol lHKl2O2s

- 2025TANGGAL:

SUSUNAIT PERSOI|ALIA PAI{ITIA PELAIISATA PETERIMAAIT MT'RID BARU
SEKOI,ATI MEITENGAIT ATAS DAI| SEKOI,AII UEITEI|GAII KETURUAIY, SERTA

SATUAI{ PEITDIDIIGIT KHUSUS PROVITSI LAilPUITG
TArrt N A"TARA![ 2925120,26

I. Pengarah l. Cubemur Lampung.

2. Wakil Gubernur l.ampung.

II. Penanggung Jawab
Ketua

Anggota

III. Ketua Pelaksana

Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Wakil Ketua III

v IV. Sekretaris

Wakil Sekretaris

V. Seksi Pengelola Sistem
Jaringan
Ketua

Anggota

VI. Seksi Informasi dan
Pengaduan
Ketua

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

l. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung.

2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi t ampung.

3. Kepala Dinas Sosial Provinsi L,ampung.

4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi l.ampung.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi lampung.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
la.mpung.

Trio Zulkarnain, A.Md (Pengolah Data dan
Informasi Bidang Pembinaan SMA Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi [.a.mpung].

Muklis, S.lP (Pengelola Kurikulum Bidang
Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi t amPung).

Ichsan Tito, S.Kom.

1. PT. Telkom l.amPung.

2. Tim Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi la.mpung.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung'

l. Gunawan, S.T (Staf Bidang Pembinaan SMA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
L"ampung).

Anggota
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VII. Seksi Humas dan
Publikasi
Ketua

\-,, Anggota

2. Danny Waluyojati, A.Md (Pengolah Data dan
Informasi Bidang Pembinaa.n SMA Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi l,ampung).

3. Lita Septiana, S.Pd (Pengelola Kurikulum Bidang
Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi La.mpung).

4. Lukman, S.IP (Pengelola Kurikulum Bidang
Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi L^a.mpung).

5. Jabal Thoriq, S.Pd (Analis Kependidikan Bidang
Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi l,ampung).

Kepala Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
[,ampung

Deden Hermawan, S.Kom (Staf Balai TIK Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi l,ampung)

LAMPUNG,

RAHMAT TNAUSAI

IIa


